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BAB V 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap 

permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Peran perangkat Desa Taba Baru dalam penertiban 

administrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran, 
telah dilaksanakan melalui kegiatan pendataan penduduk, 
pemberian pelayanan administrasi, serta sosialisasi kepada 
masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara 
optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya akta kelahiran, keterbatasan 
sumber daya aparatur desa, minimnya sarana dan prasarana 
pendukung, serta kurang maksimalnya koordinasi antara 
pemerintah desa dengan instansi terkait. Kondisi tersebut 
mengakibatkan masih terdapat penduduk yang belum 
memiliki akta kelahiran meskipun ketentuan hukum telah 
mengaturnya secara jelas.  

2. Pandangan Fiqih Siyasah Tanfiziyah terhadap peran 
perangkat desa dalam penertiban administrasi 
kependudukan menunjukkan bahwa secara prinsip telah 
mencerminkan nilai amanah dan kemaslahatan, yakni 
melalui upaya pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar 
anak atas identitas hukum. Namun, implementasinya belum 
sepenuhnya sesuai dengan prinsip siyasah tanfiziyah. Hal ini 
terlihat dari belum meratanya keadilan pelayanan, lemahnya 
penerapan musyawarah, kurang optimalnya perlindungan 
hak masyarakat, serta belum adanya Standar Operasional 
Prosedur yang jelas. 
 

B. Saran  
Berdasarkan temuan penelitian, berikut saran yang dapat 
penulis sampaikan : 
1. Kepada Pemerintah Desa 

Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan perannya 
dalam penertiban administrasi kependudukan, khususnya 
akta kelahiran, melalui pelayanan yang lebih aktif, 
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transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, perangkat desa 
perlu melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat 
mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan 
sebagai hak dasar warga negara. 

2. Kepada Masyarakat 
Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang 
lebih tinggi untuk tertib administrasi kependudukan, 
khususnya dalam pengurusan akta kelahiran. Kesadaran ini 
penting agar hak-hak sipil masyarakat dapat terpenuhi serta 
mendukung terwujudnya tertib administrasi di tingkat desa. 

3. Kepada Akademisi dan Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
akademik dan menjadi referensi bagi pengembangan kajian 
hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta fiqh 
siyasah, khususnya yang berkaitan dengan administrasi 
kependudukan di tingkat desa. Peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat mengkaji permasalahan yang sama dengan 
pendekatan dan metode yang lebih beragam. 
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